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ABSTRAK 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disahkan pada masa reformasi 
dengan semangat untuk menata pengelolaan hutan demi kemakmuran rakyat. Namun, realitas 
implementasinya menunjukkan bahwa UU ini justru memperkuat dominasi negara dan meminggirkan 
peran masyarakat lokal dan adat. Dalam rangka proses perubahan UU 41/1999 yang saat ini masuk dalam 
agenda legislasi nasional, studi ini menggunakan pendekatan politik ekologi untuk menganalisis pasal-
pasal kunci dan mengungkap dimensi kekuasaan, eksklusi hukum, serta bias teknokratis dalam regulasi 
tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa UU ini mereproduksi ketimpangan struktural dalam 
penguasaan dan pemanfaatan hutan, serta mengabaikan keberadaan modal sosial dan kearifan lokal. 
Temuan ini mendukung urgensi reformasi kebijakan kehutanan yang lebih adil, inklusif, dan berbasis 
keadilan ekologis. Kajian ini memberikan kontribusi konseptual dan rekomendasi praktis bagi reformulasi 
hukum dasar kehutanan yang demokratis dan partisipatif. 

Kata Kunci: UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999, politik ekologi, keadilan ekologis, eksklusi hukum, 
masyarakat adat 
 
 

STATE, FORESTS, AND SOCIETY IN LAW NO. 41 OF 1999:  
A POLITICAL ECOLOGY ANALYSIS 

 
ABSTRACT 

Law No. 41 of 1999 on Forestry was enacted during Indonesia’s reform era to restructure forest governance in the 
interest of the people. However, in practice, it reinforces state dominance and marginalizes local and indigenous communities. 
In the ongoing revision process of Law No. 41/1999, this study applies a political ecology approach to critically analyze 
key articles and reveal embedded power relations, legal exclusions, and technocratic biases. The findings reveal that the law 
reproduces structural inequalities in forest control and use, while neglecting social capital and local wisdom. This study 
highlights the need for forestry policy reform toward ecological justice, inclusivity, and meaningful participation. It offers 
conceptual insight and practical recommendations for reimagining forestry law in a more democratic and community-centered 
direction. 

Keywords: Forestry Law 41/1999, political ecology, ecological justice, legal exclusion, indigenous peoples 
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PERNYATAAN KUNCI  

• Analisis terhadap UU No. 41 Tahun 1999 
menggunakan pendekatan politik ekologi 
menunjukkan adanya bias struktural dalam 
regulasi ini. Pasal-pasal kunci seperti Pasal 4, 5, 
18, 29-31, 38, dan 67 memperlihatkan 
penguatan dominasi negara dan kepentingan 
pasar dalam tata kelola hutan di Indonesia. 

• Secara substansial, UU ini masih menganut 
paradigma teknokratis dan legalistik yang 
sentralistik. Pendekatan tersebut mengabaikan 
keberagaman nilai, pengetahuan lokal, dan 
praktik pengelolaan berbasis komunitas yang 
telah lama berlangsung di kawasan hutan. 

• Akibatnya, terjadi eksklusi sosial berupa 
penyingkiran hukum, marginalisasi prosedural, 
serta pelemahan posisi masyarakat adat dan 
lokal. Dalam kerangka politik ekologi, UU 
41/1999 bukan sekadar perangkat normatif, 
tetapi juga instrumen produksi kekuasaan. 

• Reformasi kebijakan kehutanan melalui pintu 
perubahan UU 41/1999 harus diarahkan pada 
perubahan paradigma dan struktur hukum 
menuju tata kelola yang lebih adil secara sosial 
dan ekologis. 

REKOMENDASI KEBIJAKAN 

⚫ Revisi pasal-pasal kunci seperti Pasal 4, Pasal 5, 
Pasal 18, Pasal 29–31, Pasal 38, dan Pasal 67 
untuk mengakomodasi hak kolektif masyarakat 
adat dan pengelolaan berbasis komunitas 
secara substansial, bukan sekadar administratif. 

⚫ Restrukturisasi sistem perizinan kehutanan 
agar lebih adil dan transparan, dengan 
menjamin keterlibatan komunitas lokal sejak 
tahap perencanaan, serta mengedepankan 
prinsip kehati-hatian dalam konversi fungsi 
kawasan hutan. 

⚫ Penguatan pengakuan formal dan substantif 
atas hutan adat, termasuk penyederhanaan 
prosedur pengakuan serta dukungan 
kelembagaan dan teknis bagi pengelolaan 
berbasis kearifan lokal. 

⚫ Desentralisasi tata kelola hutan berbasis multi-
level governance yang memungkinkan sinergi 
antara pemerintah pusat, daerah, dan 
komunitas, serta menjamin representasi aktor 
akar rumput dalam forum pengambilan 
keputusan. 

⚫ Integrasi prinsip keadilan ekologis dan 
demokrasi deliberatif dalam seluruh kerangka 
regulasi kehutanan untuk memastikan bahwa 

kebijakan tidak hanya berbasis konservasi dan 
ekonomi, tetapi juga berpihak pada 
keberlanjutan sosial dan politik. 

PENDAHULUAN 

Hutan di Indonesia merupakan ruang hidup 
penting bagi jutaan masyarakat lokal yang secara 
turun-temurun menggantungkan kehidupannya 
pada ekosistem hutan. Selain berfungsi sebagai 
penyangga ekologis, hutan juga memiliki nilai 
ekonomi strategis bagi pembangunan nasional. 
Akan tetapi kebijakan kehutanan yang berlaku 
masih cenderung berorientasi sentralistik, dengan 
dominasi kuat pemerintah pusat yang sering kali 
tidak mencerminkan aspirasi dan kebutuhan 
masyarakat lokal (Nurysyifa dan Kaswanto 2021; 
Fadhilah dan Hero 2022; Hutagalung 2022; 
Rustiadi dan Veriasa 2022; ). Ketegangan antara 
negara, sektor swasta, dan komunitas lokal pun 
kerap terjadi baik pada hutan produksi, hutan 
lindung, maupun hutan konservasi menciptakan 
konflik kepentingan serta ketidakadilan ekologis 
yang mendalam (Purwawangsa 2017; Devine dan 
Baca 2020; Delfi dan Oktayanty 2022). 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 
tentang Kehutanan (UU 41/1999) disahkan pada 
era reformasi sebagai pijakan hukum untuk 
menata kembali sistem pengelolaan hutan secara 
lebih terstruktur dan menjanjikan kemakmuran 
rakyat. Akan tetapi dalam praktiknya, sejumlah 
kajian menunjukkan bahwa kebijakan ini justru 
mempertahankan struktur kekuasaan yang 
hirarkis dan birokratis (Hidayani et al. 2021; 
Hidayat et al. 2024). Alih-alih memperkuat peran 
masyarakat, aturan turunan dari UU ini cenderung 
menegaskan dominasi negara dan menyingkirkan 
peran maupun hak tenurial masyarakat adat yang 
telah lama menjadi pengelola hutan berbasis 
kearifan lokal (Nurrochmat et al. 2014). 
Kesenjangan antara norma hukum dan realitas 
praktik menjadi titik kritis yang layak dianalisis 
secara mendalam. 

Sebagai bentuk respons atas berbagai kritik 
tersebut, UU 41/1999 saat ini telah masuk dalam 
Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2024–
2029 untuk direvisi. Usulan perubahan keempat 
terhadap UU ini diajukan secara resmi oleh DPR 
dan DPD pada 19 November 2024, dan 
tercantum pada urutan ke-99 dari 176 daftar 
prioritas legislasi nasional (Yayasan Sarana 
Wanajaya 2024). Fakta ini menunjukkan adanya 
kesadaran politik untuk mereformulasi kebijakan 
kehutanan menuju arah yang lebih inklusif, adil, 
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dan responsif terhadap dinamika tata kelola 
sumber daya alam kontemporer. 

Dalam kerangka inilah, pendekatan politik 
ekologi menjadi relevan untuk digunakan sebagai 
lensa analisis. Politik ekologi tidak hanya melihat 
konflik atas sumber daya sebagai akibat 
kelangkaan atau degradasi lingkungan semata, 
tetapi juga sebagai cerminan dari relasi kuasa yang 
timpang dalam menentukan akses, kontrol, dan 
distribusi sumber daya (Roberts 2020). Dengan 
demikian, kebijakan kehutanan dapat dipahami 
sebagai instrumen politik yang berpotensi 
memperkuat eksklusi sosial, khususnya terhadap 
komunitas-komunitas yang secara historis telah 
hidup bergantung pada hutan (Myer et al. 2017; 
Devine dan Baca 2020; Firnawati et al. 2021). 

Lebih jauh lagi, ketimpangan ini diperparah 
oleh masuknya proyek-proyek konservasi global 
seperti REDD+, yang sering kali diterapkan tanpa 
memahami konteks lokal dan tanpa pelibatan 
masyarakat adat secara bermakna (Virtanen et al. 
2025). Intervensi semacam ini bukan hanya 
memperkuat dominasi aktor luar terhadap wilayah 
adat, tetapi juga berisiko menghapus pengetahuan 
dan hak-hak tradisional yang telah lama eksis. 
Ketika kebijakan kehutanan terlalu fokus pada 
pendekatan teknokratik dan mekanisme pasar, 
maka dimensi keadilan ekologis—termasuk 
pengakuan terhadap modal sosial dan kearifan 
lokal masyarakat—sering kali terpinggirkan 
(Suwarno et al. 2023). 

Dengan latar belakang tersebut, penelitian 
ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis UU. 
41/1999 menggunakan pendekatan politik 
ekologi. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana 
konstruksi hukum dalam undang-undang ini 
memperkuat eksklusi sosial dan ketimpangan 
kekuasaan dalam pengelolaan hutan. Penelitian ini 
juga mengidentifikasi celah implementasi 
kebijakan yang belum memberi ruang adil bagi 
partisipasi masyarakat adat. Dengan demikian, 
kajian ini diharapkan dapat memberikan 
kontribusi bagi reformasi kebijakan kehutanan 
yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. 

SITUASI TERKINI 

Situasi terkini dalam tata kelola kehutanan 
Indonesia sangat dipengaruhi oleh kerangka 
hukum yang ditetapkan melalui UU 41/1999. 
Pasal-pasal dalam undang-undang ini menjadi 
dasar legal utama yang membentuk arah 
kebijakan, struktur kelembagaan, dan relasi kuasa 
dalam pengurusan hutan. Akan tetapi di balik 
legalitas formal tersebut, muncul berbagai praktik 

yang menimbulkan ketimpangan dan 
ketidakadilan, khususnya terhadap masyarakat 
adat dan masyarakat lokal yang menggantungkan 
hidupnya pada kawasan hutan. Ketentuan-
ketentuan hukum dalam UU 41/1999 kerap 
menegaskan dominasi negara dan wacana 
teknokratis, yang dalam praktiknya berujung pada 
eksklusi sosial-hukum serta pembatasan akses 
masyarakat tersebut terhadap sumber daya hutan. 

Dalam rangka menggambarkan relasi kuasa 
di dalam sistem pengurusan hutan Indonesia 
melalui konstruksi peraturan, Tabel 1 menjadi 
elemen utama dalam bagian ini, yang merangkum 
hasil analisis terhadap sejumlah pasal kunci UU 
41/1999 dengan menggunakan pendekatan 
politik ekologi. Fokus analisis diarahkan pada 
bagaimana kekuasaan dikonstruksikan, bagaimana 
masyarakat diposisikan, dan bagaimana narasi 
teknokratis melegitimasi ketimpangan. Tabel ini 
sekaligus menjadi pijakan analitis untuk 
pembahasan yang lebih mendalam pada bagian-
bagian selanjutnya. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif dengan metode studi dokumen. Fokus 
penelitian adalah analisis UU 41/1999 tentang 
Kehutanan dengan pendekatan teori politik 
ekologi. Metode ini dipilih karena relevansinya 
dalam menganalisis bagaimana kebijakan 
kehutanan dipengaruhi oleh kekuasaan dan 
ideologi, serta bagaimana kebijakan tersebut 
berinteraksi dengan dinamika sosial-ekologis yang 
ada. 

Konsep utama yang digunakan dalam 
penelitian ini meliputi: (a) Relasi Kuasa: Merujuk 
pada distribusi kewenangan dan kontrol atas 
sumber daya hutan sebagaimana 
direpresentasikan dalam pasal-pasal hukum; (b) 
Eksklusi Hukum: Proses legal formal yang 
menghambat akses komunitas lokal terhadap 
wilayah hutan: (c) Statism: Pendekatan 
penguasaan sumber daya oleh negara secara 
dominan dan sentralistis; (d) Keadilan 
Lingkungan: Prinsip distribusi manfaat dan risiko 
secara adil antar kelompok sosial; dan (f) Narasi 
Ideologis Hukum. Pemahaman bahwa teks 
hukum merupakan produk dari kekuatan-
kekuatan politik dominan. Konsep-konsep 
tersebut diturunkan dari literatur politik ekologi 
dan digunakan sebagai instrumen untuk 
membedah teks regulasi secara sistematis. 
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Tabel 1. Ringkasan analisis Pasal-Pasal UU No. 41 Tahun 1999 

Pasal UU 
41/1999 

Isi Pokok Pasal Dimensi Politik Ekologi Dampak Sosial-Ekologis 

Pasal 4 ayat (1) Penguasaan seluruh hutan 
oleh negara 

Statism; legal exclusion; 
besarnya dominasi negara 
dalam pengusahaan hutan 

Rawan eksklusi hak 
masyarakat adat dan 
lokal; konflik tenurial 

Pasal 5 Penetapan fungsi hutan 
(konservasi, lindung, 
produksi) 

Homogenisasi fungsi; 
ignorasi praktik lokal 

Reduksi nilai budaya dan 
kearifan lokal 

Pasal 18 Pengusahaan hutan oleh 
badan usaha milik 
negara/daerah/swasta 

Dominasi kapital; 
marginalisasi rakyat 

Ketimpangan ekonomi; 
ketergantungan terhadap 
korporasi 

Pasal 29-31 Skema perizinan 
pemanfaatan hutan 

Akses terbatas; dominasi 
kapital; ketimpangan 
distribusi 

Ketimpangan akses; 
lemahnya kontrol lokal; 
eksploitasi berlebih 

Pasal 38 Penggunaan kawasan hutan 
untuk kepentingan pem-
bangunan di luar kehutanan 

Konflik agraria; relasi 
kuasa negara-investor 

Konversi hutan; konflik 
penggunaan lahan 

Pasal 67 Pengakuan masyarakat 
hukum adat dengan syarat 
administratif 

Procedural injustice; 
marginalisasi hak adat 

Kerapuhan hak tenurial; 
kesenjangan pengakuan; 
eksklusi hukum adat 

Sumber data utama adalah pasal-pasal dari 
UU 41/1999 tentang Kehutanan. Data dianalisis 
menggunakan analisis wacana kritis (Critical 
Discourse Analysis/CDA) yang dikembangkan oleh 
Fairclough (Mudiawati et al. 2023), dipadukan 
dengan analisis isi tematik untuk mengidentifikasi 
pola-pola kekuasaan dan eksklusi dalam teks 
hukum.  

Analisis dilakukan dalam tiga tahap, yaitu 
Tahap1, Analisis tekstual: Identifikasi redaksi 
pasal-pasal strategis dalam UU 41/1999 yang 
menunjukkan posisi dominan negara, pengaturan 
hak akses, dan prosedur perizinan; Tahap 2, 
Interpretasi konteks sosial: Mengaitkan pasal-
pasal tersebut dengan konteks sosial-politik dan 
relasi antar-kepentingan (negara, pasar, 
masyarakat); dan Tahap 3, Eksplanasi ideologis: 
Menggali bagaimana hukum mencerminkan 
ideologi statis dan eksklusi terhadap hak kolektif 
masyarakat lokal/adat. 

ANALISIS DAN ALTERNATIF 
SOLUSI/PENANGANAN 

Berdasarkan temuan dalam Tabel 1, 
pembahasan selanjutnya disusun secara sistematis 
ke dalam lima subbab. Masing-masing subbab 
mengupas dimensi-dimensi politik ekologi yang 

melekat pada pasal-pasal tertentu dalam UU 
41/1999. Subbab pertama hingga kelima 
mengurai isu kekuasaan negara, otoritas 
pengurusan, diskursus teknokratis, partisipasi 
masyarakat, serta implikasi kriminalisasi. Struktur 
ini bertujuan untuk memberikan pembacaan kritis 
dan mendalam terhadap tata hukum kehutanan 
yang berlaku. 

Negara dan Monopoli Penguasaan Hutan: 
Eksklusi melalui Statism 

Konsepsi bahwa seluruh kawasan hutan 
dikuasai oleh negara, sebagaimana ditegaskan 
dalam Pasal 4 ayat (1) UU 41/1999, 
mencerminkan model tata kelola yang sangat 
sentralistik. Negara diposisikan sebagai satu-
satunya entitas yang memiliki otoritas penuh atas 
semua jenis dan fungsi hutan. Hal ini menandai 
pendekatan statism yang kuat, yang dalam 
praktiknya menimbulkan eksklusi terhadap 
masyarakat adat dan lokal yang secara historis 
telah menjaga dan mengelola hutan secara lestari 
(Nugroho 2023). Seperti dinyatakan oleh Hafferty 
et al. (2025), dalam sistem hukum modern, alam 
direduksi menjadi entitas pasif yang tunduk pada 
otoritas negara dan sains teknokratik, bukan 
sebagai bagian dari kolektif politik. 
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Pendekatan ini mempersempit ruang 
deliberatif dalam pengambilan keputusan, 
menafikan pluralitas aktor yang memiliki relasi 
historis dan ekologis dengan kawasan hutan. 
Hidayat dan Safitri (2021) menyebut kondisi ini 
sebagai kegagalan demokrasi ekologis, di mana 
sentralisasi kekuasaan negara tidak membuka 
ruang deliberatif yang inklusif. Devin dan Baca 
(2020) menambahkan bahwa narasi kehutanan 
sering kali dibentuk oleh agenda politik negara 
yang mengaburkan ketimpangan struktural di 
tapak. Hal ini juga ditegaskan oleh Pasal 5 UU 
41/1999 yang menetapkan klasifikasi fungsi hutan 
(konservasi, lindung, produksi) secara top-down 
tanpa membuka ruang artikulasi atas nilai-nilai 
lokal yang melekat dalam lanskap hutan (Chandra 
2025). 

Kebijakan konservasi yang lahir dari 
pendekatan ini justru mengasingkan masyarakat 
dari ruang hidupnya sendiri. Octavianus (2020) 
mengingatkan bahwa pengelolaan kawasan 
konservasi nasional pun kerap mereplikasi model 
otoritarianisme ekologi. Dalam banyak kasus, 
masyarakat lokal dianggap sebagai ancaman 
terhadap kelestarian, padahal mereka memiliki 
praktik pengelolaan yang lestari secara turun-
temurun. Ramadhan et al. (2023) juga menekankan 
bahwa tata kelola kehutanan Indonesia sarat 
dengan logika institusional top-down yang sulit 
mengakomodasi dinamika masyarakat. Hal ini 
kembali dapat ditelusuri pada Pasal 4 dan Pasal 5 
UU 41/1999 yang menempatkan negara sebagai 
pusat kendali penuh atas kawasan hutan 
(Nurhidayah et al. 2020). 

Dominasi negara dalam perumusan dan 
implementasi kebijakan ini menjadikan hutan 
sebagai objek legal dan administratif, bukan 
sebagai ruang ekologis dan sosial yang hidup. 
Hutan dipandang lebih sebagai aset negara 
daripada ruang budaya, spiritual, dan ekonomi 
masyarakat. Model ini menghasilkan bentuk 
eksklusi struktural, di mana masyarakat kehilangan 
otonomi, identitas, dan akses terhadap sumber 
daya yang menjadi basis kehidupannya (Myers et 
al. 2017; Cahyono dan Galudra 2022; Virtanen et 
al. 2025). Oleh karena itu, kritik terhadap statism 
dalam UU 41/1999 bukan hanya berkaitan 
dengan masalah legal-formal, tetapi menyangkut 
ketimpangan relasi kuasa antara negara dan rakyat 
dalam mengelola ruang hidup bersama (Delfi dan 
Oktayanty 2022; Myer et al. 2017). 

Seiring dengan terbitnya Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, 

yang memberikan penafsiran baru terhadap frasa 
"Hutan Dikuasai Oleh Negara" dalam Pasal 4 UU 
41/1999, makna penguasaan negara atas hutan 
tidak serta-merta berarti dimiliki secara mutlak 
oleh negara. Putusan ini memperjelas bahwa 
penguasaan hutan oleh negara harus dipahami 
dalam kerangka public trust doctrine, yang 
menegaskan bahwa negara bertindak sebagai 
pengurus hutan untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. Lebih lanjut, amar putusan 
ini juga menyatakan bahwa hutan adat bukanlah 
bagian dari hutan negara, melainkan berada dalam 
wilayah masyarakat hukum adat. 

Berdasarkan pernyataan tersebut, kita bisa 
membedakan antara status kawasan hutan (hutan 
negara, hutan hak, hutan adat) dan penguasaan 
hutan (pengurusan oleh negara atau pihak lain). 
Penegasan ini ikut diperkuat dalam PP 23 Tahun 
2021 yang memberikan ruang bagi pengelolaan 
yang lebih inklusif dan berbasis pada hak-hak 
masyarakat hukum adat. Implikasinya, pada saat 
dilakukan revisi UU 41/1999, perlu ditegaskan 
bahwa kewenangan pengelolaan hutan adat tetap 
berada di tangan masyarakat hukum adat, namun 
dalam kerangka kebijakan pengurusan hutan 
secara nasional berada dalam yurisdiksi 
kementerian yang membidangi urusan kehutanan, 
tidak di bawah pengelolaan Kementerian 
ATR/BPN. 

Pengakuan ini penting, karena menjadi 
langkah awal untuk mendesentralisasi kekuasaan 
atas hutan dan mendorong sistem tata kelola 
berbasis komunitas yang lebih substantif, bukan 
sekadar administratif. Pengakuan terhadap hutan 
adat dan pengelolaannya oleh masyarakat adat ini 
dapat memperkuat hak-hak lokal serta 
mendorong keberlanjutan ekosistem hutan yang 
telah terjaga oleh masyarakat adat secara turun-
temurun. 

Komersialisasi dan Ketimpangan Akses: 
Problem Distribusi Keadilan 

Pasal 18 dan Pasal 29 sampai Pasal 31 UU 
41/1999 secara eksplisit membuka ruang bagi 
badan usaha milik negara, daerah, dan swasta 
untuk mengelola kawasan hutan melalui berbagai 
skema perizinan. Akan tetapi mekanisme ini 
dalam praktiknya cenderung berpihak pada 
pemodal besar dan bersifat eksklusif, sehingga 
memperkuat pola komersialisasi sumber daya 
hutan yang merugikan masyarakat lokal. Seperti 
dicatat oleh Roberts (2020), kebijakan yang 
tampak netral justru kerap kali mereproduksi 
struktur ketimpangan yang telah ada. Hal ini juga 
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diperkuat oleh temuan Shalati (2022) yang 
menunjukkan bahwa distribusi manfaat dari hutan 
sering tidak merata dan tidak adil bagi masyarakat 
sekitar hutan. 

Dominasi pendekatan komodifikasi ini 
menjadikan hutan bukan lagi sebagai ruang hidup, 
melainkan sebagai sumber nilai ekonomi yang 
dapat dikapitalisasi. Myer et al. (2017) menyatakan 
bahwa pendekatan teknokratik dalam distribusi 
izin usaha sering mengabaikan faktor historis dan 
sosial-ekologis dari penguasaan ruang. Dalam 
konteks ini, Reyes et al. (2024) menggarisbawahi 
bahwa banyak skema perhutanan sosial pun gagal 
menghindari logika pasar yang mendominasi 
distribusi akses, sehingga masyarakat hanya 
menjadi pelengkap administratif. 

Pasal 29–31 UU 41/1999, yang mengatur 
tentang pemberian izin pemanfaatan, sering 
diterapkan tanpa verifikasi sosial yang memadai, 
terutama dalam menilai dampaknya terhadap 
masyarakat adat atau lokal yang telah lama 
bergantung pada kawasan hutan (Setyowati 2020). 
Virtanen et al. (2025) menunjukkan bahwa 
kerangka hukum sering tidak mengakui 
keragaman kepemilikan dan praktik pengelolaan 
komunitas, sehingga kebijakan izin sering kali 
menimbulkan ketimpangan struktural. 

Myers et al. (2017) dan Rochman (2022) 
menunjukkan bahwa struktur kelembagaan saat 
ini belum mampu mengakomodasi model-model 
distribusi keadilan substantif. Bahkan, dalam 
banyak kasus, kebijakan pemanfaatan justru 
memperkuat relasi kuasa antara negara dan 
pemegang izin dengan mengabaikan dimensi 
keadilan prosedural dan distribusi. Nugroho 
(2023) mencatat bahwa praktik perizinan sering 
kali bersifat teknokratik dan tidak partisipatif. 

Dengan demikian, Pasal 18 dan Pasal 29–31 
UU 41/1999 tidak hanya perlu dibaca sebagai 
produk hukum administratif, melainkan sebagai 
instrumen kebijakan yang berpotensi 
melanggengkan ketimpangan sosial-ekologis bila 
tidak dikaji secara kritis dalam kerangka politik 
ekologi (Cahyono dan Galudra 2022; Rohmy 
2025). 

Marginalisasi Pengetahuan Lokal dan 
Prosedur Legalistik 

Pasal 67 UU 41/1999 menjadi sorotan 
utama dalam memahami bagaimana negara 
merespons keberadaan masyarakat hukum adat. 
Pasal ini membuka kemungkinan pengakuan hak 
masyarakat adat, tetapi dengan syarat administratif 
yang kompleks dan bersifat legalistik. Dalam 

praktiknya, syarat-syarat ini sering kali menjadi alat 
eksklusi baru yang menghambat pengakuan 
terhadap hak-hak kolektif masyarakat lokal 
(Widiaryanto 2020; Haslan dan Ilyas 2022; 
Liswanti et al. 2023). Ketentuan ini menempatkan 
masyarakat adat dalam posisi harus membuktikan 
keberadaannya kepada negara melalui dokumen 
formal yang tidak selalu tersedia atau mudah 
diakses. 

Pendekatan legal-formal ini mengabaikan 
kenyataan bahwa eksistensi masyarakat adat dan 
sistem pengelolaan hutan mereka telah teruji 
dalam praktik sehari-hari yang berbasis kearifan 
lokal. McCauley et al. (2024) menekankan 
pentingnya mengakui sistem pengetahuan lokal 
sebagai fondasi keadilan ekologis dan demokrasi 
deliberatif. Dalam konteks Indonesia, Jariah et al. 
(2023) menunjukkan bagaimana masyarakat adat 
di Katingan mengembangkan tata kelola hutan 
yang lestari tanpa harus bergantung pada 
pengakuan negara. 

Sementara itu, Delfi dan Oktayanty (2022) 
menegaskan bahwa kebijakan pengelolaan sumber 
daya yang berbasis pada karakteristik sosial-
ekologis lokal lebih adaptif dalam mencegah 
konflik dan degradasi lingkungan. Akan tetapi 
struktur formal hukum dalam Pasal 67 justru 
menempatkan negara sebagai satu-satunya pihak 
yang menentukan sah atau tidaknya suatu 
komunitas adat, yang dalam praktiknya membuka 
ruang diskriminasi administratif (Liswanti et al. 
2023; Chandra 2025). 

Selain itu, mekanisme perizinan yang diatur 
dalam pasal-pasal lain seperti Pasal 29–31 semakin 
memperkuat eksklusi ketika digabungkan dengan 
kelemahan pengakuan adat. Nugroho (2023) dan 
Chandra (2025) mencatat bahwa banyak 
komunitas adat tidak dapat mengakses skema 
perhutanan sosial karena terbentur prosedur legal-
formal yang tidak inklusif. Rohmy (2025) 
menambahkan bahwa aspek geografis dan 
minimnya kapasitas lembaga lokal memperparah 
ketimpangan dalam memperoleh pengakuan dan 
perlindungan hak. 

Dengan demikian, Pasal 67 mencerminkan 
cara pandang negara yang masih normatif-
legalistik, dan belum sepenuhnya berorientasi 
pada keadilan substantif. Dalam perspektif politik 
ekologi, regulasi seperti ini menunjukkan 
bagaimana hukum tidak netral, tetapi menjadi 
medium kekuasaan yang menentukan siapa yang 
diakui dan siapa yang disingkirkan dari skema 
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pengelolaan hutan (Devin dan Baca 2020; Roberst 
2020). 

Konversi dan Fragmentasi Fungsi Hutan: 
Politik Tata Ruang yang Eksploitatif 

Pasal 38 UU No. 41 Tahun 1999 
memungkinkan penggunaan kawasan hutan untuk 
pembangunan di luar sektor kehutanan, seperti 
pertambangan, infrastruktur, dan perkebunan 
skala besar. Meskipun secara administratif disertai 
persyaratan tertentu, pasal ini membuka ruang 
bagi konversi kawasan hutan yang berpotensi 
merusak fungsi ekologis dan sosial hutan secara 
permanen (Saraswati 2023). Dalam praktiknya, 
Pasal 38 telah banyak digunakan untuk 
melegitimasi perluasan investasi skala besar, yang 
sering kali terjadi tanpa proses konsultasi yang 
bermakna dengan masyarakat terdampak. 

Secara politis, ketentuan ini memperkuat 
posisi negara sebagai pemegang kuasa mutlak atas 
peruntukan ruang, sekaligus memperlihatkan 
kedekatan struktural antara negara dan aktor-
aktor ekonomi besar. Hal ini ditegaskan oleh 
Ramadhani dan Sami (2022), yang menunjukkan 
bahwa kebijakan kehutanan di Indonesia 
cenderung memfasilitasi kepentingan ekstraktif 
atas nama pembangunan nasional. Virtanen et al. 
(2025) mencatat bahwa proyek-proyek REDD+ 
dan infrastruktur sering kali menyingkirkan 
masyarakat lokal dari wilayah adat mereka, 
mengakibatkan konflik tenurial dan fragmentasi 
ruang hidup. 

Dalam konteks ini, terjadi pergeseran fungsi 
hutan dari ruang ekologis menjadi komoditas 
ruang yang dapat ditukar. Villodres dan Lukić 
(2024) menyebut fenomena ini sebagai bentuk 
baru dari imperialisme ekologi, di mana aktor-
aktor dominan mereproduksi struktur kolonial 
dalam penguasaan sumber daya. Octavianus et al. 
(2020) menambahkan bahwa proyek-proyek 
konservasi maupun infrastruktur yang 
menggunakan legitimasi hukum pasal ini justru 
memperluas dominasi kekuasaan atas ruang, 
bukan melindungi nilai ekologisnya. 

Nurhidayah et al. (2020) mencatat bahwa 
praktik pengalihan fungsi hutan di Indonesia 
seringkali dilakukan melalui pendekatan birokratis 
yang tidak transparan dan minim partisipasi. Hal 
ini bertentangan dengan semangat keadilan 
ekologis dan prinsip kehati-hatian dalam 
pengelolaan sumber daya alam. Dalam praktiknya, 
fragmentasi tata ruang ini menghasilkan dampak 

ekologis seperti degradasi lahan dan kehilangan 
biodiversitas.  

Refleksi Teoritis: UU 41/1999 dalam Bingkai 
Politik Ekologi 

Hasil analisis terhadap pasal-pasal kunci 
dalam UU 41/1999 menunjukkan bahwa hukum 
kehutanan di Indonesia bukanlah perangkat 
netral, melainkan arena produksi dan reproduksi 
kekuasaan. Hal ini sejalan dengan asumsi dasar 
politik ekologi yang memandang sumber daya 
alam sebagai konstruksi sosial dan politik yang 
diperebutkan oleh aktor-aktor dengan kekuatan 
berbeda (Roberts 2020). Kekuasaan negara yang 
termanifestasi dalam konsep “penguasaan negara 
atas hutan” (Pasal 4 ayat 1) menunjukkan 
dominasi statism yang meletakkan negara sebagai 
pemilik tunggal otoritas, sekaligus eksklusi 
terhadap sistem pengetahuan dan hak-hak lokal. 

Konsep statism yang dikritik dalam studi 
kehutanan politik (political forestry) tampak kuat 
dalam bentuk pengaturan otoritatif, seperti dalam 
Pasal 10 dan Pasal 5. Regulasi ini menunjukkan 
relasi kuasa yang bertumpu pada otoritas 
teknokratik yang menyisihkan suara masyarakat 
lokal dan adat dari diskursus pengelolaan hutan 
(Devine dan Baca 2020; Virtanen et al. (2025). 
Refleksi ini menunjukkan bahwa struktur hukum 
tidak hanya mengatur, tetapi juga membentuk 
siapa yang dihitung sebagai aktor sah dalam tata 
kelola kehutanan. 

Berdasarkan perspektif hukum kritis, 
struktur pasal-pasal dalam UU ini memperlihatkan 
watak ideologis hukum. UU 41/1999 sebagai 
produk politik pascareformasi justru melestarikan 
pola relasi kolonialistik dan sentralistik dalam 
pengelolaan ruang hidup (Han 2021; Ramadhani 
dan Sami 2022). Kriminalisasi yang diatur dalam 
Pasal 68 misalnya, memperlihatkan bagaimana 
hukum digunakan sebagai instrumen dominasi 
untuk menertibkan klaim masyarakat adat yang 
tidak diakui secara formal. Dalam kerangka ini, 
hukum dipahami sebagai sarana legitimasi 
eksklusi, bukan sebagai medium keadilan 
substantif. 

Refleksi atas keadilan lingkungan semakin 
memperkuat kritik bahwa UU 41/1999 belum 
berpihak pada redistribusi manfaat dan pengakuan 
hak komunitas adat. Partisipasi masyarakat yang 
diatur secara normatif dalam Pasal 28 belum 
dilengkapi dengan mekanisme pengambilan 
keputusan yang setara. Di sinilah pentingnya 
mengintegrasikan pendekatan keadilan ekologis 
yang tidak hanya menuntut distribusi manfaat 
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secara adil, tetapi juga pengakuan atas identitas 
kolektif dan peran historis komunitas dalam 
merawat hutan (Galvin 2021; Cahyono dan 
Galudra 2022). 

Refleksi teoritis ini juga menegaskan 
pentingnya membaca hukum sebagai teks sosial, bukan 
semata aturan formal. Setiap pasal yang dianalisis 
dalam penelitian ini tidak berdiri lepas dari 
konteks sosial-politik yang membentuknya. 
Melalui kerangka politik ekologi, tampak bahwa 
hukum kehutanan adalah arena kontestasi antara 
negara, kapital, dan masyarakat sipil, di mana yang 
terpinggirkan adalah suara masyarakat adat dan 
nilai-nilai ekologis lokal (Bagdasaryan dan 
Kaneeva 2022; Nugroho 2023; Abdullah et al. 
2024). 

Dengan demikian, teori politik ekologi tidak 
hanya membantu membongkar struktur kuasa 
dalam hukum kehutanan, tetapi juga membuka 
ruang untuk perumusan ulang hukum yang lebih 
inklusif dan demokratis. Pembacaan kritis ini 
diharapkan menjadi kontribusi konseptual dalam 
meninjau ulang sistem hukum kehutanan 
Indonesia agar lebih adil secara sosial dan 
ekologis. 
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